WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 perlu dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/

Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota
Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2003uu017.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu001.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu025.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2007uu017.pdf

7.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2007uu026.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020uu011.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020uu011.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020uu002.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2008pp008.pdf

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2008pp026.pdf
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19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 236 ); 29. Perat
. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/
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https://jdihn.go.id/files/4/2020pp023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2020pp043.pdf
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https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2019pd0032007.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2019pd0032007.pdf

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 88);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 252);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Serta Musayawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2011 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

28. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/
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http://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Perda-No-22-Tahun-2010-Tentang-RTRWP-Jawa-Barat-2009-2029.pdf
http://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2017/03/Perda-No-22-Tahun-2010-Tentang-RTRWP-Jawa-Barat-2009-2029.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2019pd0032008.pdf
https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2019pd0032008.pdf
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3741/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/3741/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1982/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/1982/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/2173/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/2173/detail
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/21906/detail

Menetapkan

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun

2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019
Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

https://jdih.bandung.go.id/
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

Pasal 3
Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH;

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN
DAERAH;

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DAERAH,;

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN;

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH;

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH,;

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH; dan

BAB IX : PENUTUP.

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 November 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 30 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

(9 /241/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

NIP. 19’76%04 200604 1 002

https://jdih.bandung.go.id/
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 3 TAHUN

I.

2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2018-2023

UMUM
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Bandung Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 serta dengan

memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan

Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat

Kota Bandung. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta

pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi

Wali Kota dan Wakil Wali Kota. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai

pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan
sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat

dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

https://jdih.bandung.go.id/
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Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang

dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

. terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar

mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran
Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun
2018-2023, sebagai berikut:

1.

Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat, antara lain:

a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam rangka untuk
kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada

masyarakat.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah pada prinsipnya bertujuan
untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

e. Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dalam
rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Evaluasi Hasil RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

menunjukkan bahwa:

a. Terdapat substansi dalam RPJMD yang dirumuskan belum sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Substansi yang dimaksud antara lain:

1) Penghitungan dan analisis kapasitas riil keuangan daerah pada
Bab III Gambaran Keuangan Daerah belum sesuai dengan
Pasal 157 Ayat (3) dan Pasal 158.

https://jdih.bandung.go.id/
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Tabel 7.2 Tabel Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah
di Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah belum menyajikan perangkat daerah
penanggung jawab dari masing-masing program. Selain itu,
Tabel 7.2 belum mencantumkan total pagu program setiap
tahun selama 5 (lima) tahun. Total pagu tersebut harus sama
dengan belanja langsung pada Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023, dan
nilai Kapasitas riil kemampuan keuangan pada Tabel 3.30
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap indikator lain yang
tepat untuk mengukur sasaran pada Misi 2 yaitu
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi,
maka ditemukan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang tepat untuk
menggantikan Level Kematangan Smart City. Untuk itu
Pemerintah Daerah Kota Bandung mempertimbangkan untuk
mengganti indikator Level Kematangan Smart City Kota
Bandung menjadi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).

Sehubungan dengan angka 3) diatas, maka indikator kinerja
Level Kematangan Smart City Kota Bandung akan menjadi
indikator untuk mengukur tujuan: Terlaksananya reformasi
birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan demikian, terdapat 2
(dua) indiator tujuan tersebut, yaitu:

a. Indeks Reformasi Birokrasi; dan

b. Level Kematangan Smart City Kota Bandung.

Beberapa pernyataan Strategi pada Bab VI RPJMD tidak sama
(tidak konsisten) antar tabel.

Penyajian urutan sasaran di Misi 2 tidak sama antara Tabel 6.1
dan Tabel 6.10 yaitu sasaran Menurunnya Jumlah Penduduk
Miskin dan sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja.

Pada Tabel 6.10, sasaran Meningkatnya Layanan Air Bersih di
Misi 3, tidak dicantumkan. Strategi pada sasaran ini
(sebagaimana dimuat pada Tabel 6.1) menjadi strategi pada
sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan
Berkualitas.

Perlu adanya penjelasan yang lebih rinci untuk setiap program
prioritas kepala daerah sebagaimana dimuat dalam bab VI
RPJMD, sehingga dapat diimplementasikan dengan tepat
sasaran, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel.
Janji politik Kepala Daerah perlu dijabarkan lebih rinci dan
terukur. Keterukuran antara lain berupa target, lokasi, dan
kelompok sasaran per tahun, sehingga memberikan panduan
yang jelas dalam pelaksanaannya.
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b. Pemetaan kinerja/kerangka logis yang menjadi bagian dari RPJMD
Kota Bandung Tahun 2018-2023 belum disusun dengan pola yang
sama untuk masing-masing misi khususnya pada bagian
Intermediate Outcome/Indikasi Sasaran PD. Selain itu, konsep
kerangka logis yang dirancang untuk menjabarkan setiap misi
belum sepenuhnya dipedomani untuk menyusun alur/pemetaan
kinerja pada Bab 5 dan 6 RPJMD.

3. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan
bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau
predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian
kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di
Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 hasil evaluasi AKIP
Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal II
Cukup Jelas.
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